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❑ Tahap 2
akan dilaksanakan pada bulan November 2024, dengan kriteria 
sebagai berikut: 
▪ Katalog Elektronik Lokal Produk Kabupaten/Kota yang memiliki 

riwayat transaksi pada etalase produk yang diinisiasi oleh LKPP. 
▪ Etalase produk pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten/Kota yang 

akan dilakukan penonaktifan

Penonaktifan
Etalase Produk Katalog Versi 5 berdasarkan Keputusan Deputi II Nomor 10 Tahun 2024 tentang 
Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5:
 

(1)Alat dan/atau Mesin Pertanian; 
(2) Alat Tulis Kantor; (3) Aspal; (4) 
Bahan Material; (5) Bahan Pokok; 
(6) Belanja Media; (7) Benih 
Hortikultura; (8) Benih Tanaman 
Pangan; (9) Benih Tanaman 
Perkebunan; (10) Beton Ready 
Mix; (11) Beton Precast; (12) 
Hewan Ternak;

Kebersihan; (15) Jasa Pengelolaan 
Sampah; (16) Makanan dan Minuman; 
(17) Pakaian Dinas dan Kain 
Tradisional; (18) Seragam Sekolah; (19) 
Servis Kendaraan; (20) Souvenir; dan 
(21) Pemeliharaan Bangunan Gedung.

❑ Tahap 1 
dilaksanakan pada bulan Oktober 2024, dengan 
kriteria sebagai berikut:

a) Etalase Produk Katalog Elektronik Lokal dan 
Katalog Elektronik Sektoral yang tidak memiliki 
riwayat transaksi; atau 

b) Etalase Produk Katalog Elektronik Lokal dan 
Katalog Elektronik Sektoral yang didalamnya 
tidak terdapat produk tayang. 



❑ Tahap 3 
Dilaksanakan pada bulan Desember 2024 untuk 
seluruh Etalase Produk Katalog Elektronik Nasional, 
Katalog Elektronik Lokal, dan Katalog Elektronik 
Sektoral yang masih tayang di Katalog Elektronik, 
kecuali untuk etalase produk yang belum bisa 
difasilitasi pada Katalog Elektronik Versi 6



❑ Menetapkan seluruh K/L/PD untuk dapat mengimplementasikan 
Katalog Elektronik Versi 6

❑ Implementasi Katalog Elektonik Versi 6 disesuaikan dengan kesiapan 
infrastruktur dan regulasi pada setiap K/L/PD

❑ K/L/PD menyelenggarakan proses bisnis pada katalog Elektronik 
berdasarkan Kepka LKPP No 177 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan 
Katalog Elektronik

❑ Layanan Pemilihan Penyedia B/J dalam pengadaan secara elektronik 
dikenakan tarif PNBP kepada penyedia berdasarkan PMK tentang Jenis 
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan 
Mendesak yang berlaku Pada LKPP

Keputusan Kepala LKPP No 294 Tahun 2024 tentang
Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 Di Seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah



Ketentuan E-Purchasing

❑ Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Katalog Elektronik

❑ Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang 

Penyelenggaraan Katalog Elektronik

❑ Keputusan Deputi II Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penonaktifan Katalog 

Elektronik Versi 5

❑ Keputusan Kepala LKPP No 294 Tahun 2024 tentang implemntasi Katalog 

Elektronik Versi 6 di seluruh K/L/PD



Ketentuan
Tentang Tranformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 untuk terlibat membantu LKPP dalam percepatan transformasi 
digital pengadaan dengan tujuan khusus mendorong peningkatan belanja negara Produk Dalam Negeri dan 
dukungan terhadap UMKM.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 mengenai percepatan pelaksanaan transformasi digital di 
bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal i ayat (2), Pemerintah 
menugaskan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telkom Indonesia Tbk untuk menyelenggarakan Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya.



Katalog Elektronik Versi 6

merupakan platform yang digunakan 

oleh Kementerian, Lembaga, serta 

Pemerintah Daerah dalam 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

untuk dana yang bersumber dari 

APBN dan/atau APBD.

INAPROC merupakan ekosistem digital yang 

mengintegrasikan berbagai sistem pengadaan 

agar menjadi satu layanan yang terpusat dan 

menyeluruh. 

Dengan memanfaatkan potensi 

teknologi yang berkembang pesat, 

INAPROC diwujudkan dengan pen-

dekatan user centric untuk menciptakan 

pengalaman pengguna lebih baik.

seamless intuitive accessible



Katalog Elektronik Versi 6 merupakan platform yang
digunakan oleh Kementerian, Lembaga setingkat
Kementerian, dan/atau serta Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk dana yang
bersumber dari APBN dan/atau APBD melalui metode E-
Purchasing.

Versi 
Terbaru

katalog.inaproc.idkatalog.inaproc.id

Transparan & AmanTransparan & Aman

Menggerakkan 
Perekonomian Lokal
Menggerakkan 
Perekonomian Lokal

Mudah dan CepatMudah dan Cepat

Akses Pasar yang LuasAkses Pasar yang Luas

Pengiriman dan
Pembayaran Terintegrasi

Pengiriman dan
Pembayaran Terintegrasi

Tercatat Secara DigitalTercatat Secara Digital



Transformasi Pengelolaan 

Sebelumnya Katalog Elektronik versi 6

Pengelolaan Katalog dan Etalase dilakukan oleh masing-
masing pengelola Nasional / Sektoral / Lokal

Pengelolaan Kategori dan Koleksi dilakukan terpusat oleh tim 
kategori manajemen dari LKPP/GTP

● Atribut spesifikasi produk tidak terstandarisasi
● Sulit dalam identifikasi produk sejenis 
● Sulit dalam memonitor dan menilai kewajaran harga produk 

dan substitusi produk impor

● Lebih mudah dalam melakukan kontrol & standarisasi atribut 
produk

● Lebih mudah dalam identifikasi produk sejenis 
● Lebih mudah dalam memonitor dan menilai kewajaran harga 

produk dan substitusi produk impor

Etalase → Kategori 



E-purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik atau Toko 
Daring.

❑ PPK merupakan pihak yang melakukan E-purchasing Katalog untuk nilai paling sedikit di atas 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun khusus PPK di Provinsi Papua, PPK merupakan pihak 
yang melakukan E-purchasing Katalog untuk nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

❑ PP merupakan pihak yang melakukan E-purchasing Katalog untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah), namun khusus PP di Provinsi Papua, PP merupakan pihak yang melakukan 
Epurchasing Katalog untuk nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan Umum E-Purchasing



Ketentuan Umum E-Purchasing

❑ Produk Katalog selanjutnya disebut produk merupakan Barang/Jasa yang disediakan oleh Penyedia 
Katalog Elektronik yang tercantum pada Katalog Elektronik spesifikasi/fungsi/kinerja maupun harga 
tertentu. 

❑ Produk yang telah tercantum pada Katalog Elektronik Nasional/Katalog Elektronik Sektoral/Katalog 
Elektronik Lokal dapat dibeli oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kecuali 
Barang/Jasa pada fitur iklan Katalog dan/atau diatur lain dalam keputusan Penelaahan Produk. 

❑ Harga satuan yang ditayangkan pada Katalog Elektronik merupakan harga satuan tertinggi yang 
dapat dilakukan pembelian melalui E-Purchasing.



Ketentuan Umum E-Purchasing

❑ E-purchasing Katalog dapat dilaksanakan dengan metode

1. Negosiasi Harga
Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang 
diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. PPK/PP dapat memanfaatkan informasi harga produk 
dari sumber informasi yang dipercaya lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan Penyedia Katalog Elektronik.

2. Mini-Kompetisi  (Coming Soon)
E-purchasing Katalog dengan metode Mini-Kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik 
yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP. Harga 
penawaran dari Penyedia Katalog Elektronik yang menang pada proses Mini-Kompetisi merupakan harga final yang akan 
di transaksikan antara PPK/PP dengan Penyedia Katalog Elektronik.

3. Competitive Catalogue (Coming Soon)
E-purchasing Katalog dengan metode Competitive Catalogue memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh 
Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian 
dikompetisikan melalui sistem.



















Manajemen Akun

❑ ASN/Polri/TNI

▪ PPK

▪ PP

▪ Auditor

▪ Bendahara

❑ Penyedia

Bagaimana 

dengan Aksesnya katalog?

New

Pengguna mengakses tautan https://akun.inaproc.id/, dan secara
otomatis Pengguna akan diarahkan untuk melakukan Registrasi
Identitas Digital

https://account.eproc.dev/


3 TAHAPAN PENDAFTARAN

Registrasi dan Verifikasi 
Identitas Digital

Membuat identitas akun dengan 
memasukkan username, email, 
password, dan nomor telepon

Registrasi dan Verifikasi 
Identitas Digital

Membuat identitas akun dengan 
memasukkan username, email, 
password, dan nomor telepon

11

Registrasi dan Verifikasi 
Identitas Profil

Memilih tipe profil, mengisi NIP, 
NIK, data diri, dan melakukan 
verifikasi wajah serta foto KTP

Registrasi dan Verifikasi 
Identitas Profil

Memilih tipe profil, mengisi NIP, 
NIK, data diri, dan melakukan 
verifikasi wajah serta foto KTP

22

Registrasi dan Verifikasi 
Identitas Akses 

Menghubungkan akses akun dengan 
instansi/satker, isi detail informasi satker, 

unggah dokumen/SK, Verifikasi Virtual 
(Video Call)

Registrasi dan Verifikasi 
Identitas Akses 

Menghubungkan akses akun dengan 
instansi/satker, isi detail informasi satker, 

unggah dokumen/SK, Verifikasi Virtual 
(Video Call)

33



● Akses tautan: https://katalog.inaproc.id/

● Klik tombol “Daftar”

● Akses tautan: https://katalog.inaproc.id/

● Klik tombol “Daftar”

Registrasi & Verifikasi Identitas Digital

● Buat Username & Masukkan Email

● Username & Email Pribadi (Bukan Email Kantor)

○ nama@yahoo.com, nama@gmail.com 

● Buat Username & Masukkan Email

● Username & Email Pribadi (Bukan Email Kantor)

○ nama@yahoo.com, nama@gmail.com 

https://daftar-akun.inaproc.id/
https://daftar-akun.inaproc.id/
mailto:nama@yahoo.com
mailto:nama@gmail.com
mailto:nama@yahoo.com
mailto:nama@gmail.com


Verifikasi Profil

● Pilih Tipe Profil:   Non Penyedia
● Pilih Status Kepegawaian 

(ASN/TNI/POLRI)
● Mengisi detail informasi:

○ NIP / NRP
○ NRP Input karakter 00 didepan 

sampai memenuhi 18 karakter  &  
tinggalkan karakter huruf pada NRP.
ex: 000000000000024565

○ Nomor Induk Kependudukan (NIK)
○ Nama Lengkap sesuai KTP
○ Tanggal Lahir.

● Lanjutkan untuk melanjutkan swafoto & 
foto KTP



Verifikasi Profil

● Perangkat mendukung untuk pengambilan foto langsung
● Keseluruhan wajah terlihat jelas & berada tepat di tengah bingkai (tidak menggunakan masker, kacamata, objek 

lain)
● Pencahayaan yang baik
● Background sederhana dan netral

SWAFOTO



Verifikasi Profil

● Hindari penggunaan KTP sambil Selfie
● Keseluruhan KTP tertangkap Kamera
● Pencahayaan yang baik

FOTO KTP



Verifikasi Profil

Setelah swafoto dan foto KTP berhasil 
dilakukan, 

● Klik tombol “Selanjutnya” untuk 
melanjutkan proses verifikasi dari 
dukcapil.



Verifikasi Akses 

Pada halaman Manajemen Akses, klik tombol “Hubungkan atau Buat Akses”.



● Adanya kemungkinan antrian verifikasi
● Pengguna akan diarahkan ke halaman ruang tunggu untuk 

menunggu sesi video call dengan agen verifikator

Verifikasi Akses 

● Jika agen verifikator telah siap untuk melakukan verifikasi, maka Pengguna 
akan diarahkan ke halaman video call untuk melakukan verifikasi Akses 
dengan agen verifikator.

Verifikasi Video Call



Verifikasi Akses 



Verifikasi Akses 



Tanda Tangan Elektronik 

Pengguna dengan peran 
PA/KPA/PPK yang telah 
mengaktifkan tanda tangan 
elektronik di BSrE dapat melihat 
tanda tangan mereka yang 
tersambung dengan Platform di 
halaman Pengaturan Tanda 
Tangan Elektronik pada 
Manajemen Akun Terpusat.

Tanda Tangan Aktif



Bagaimana

E-Purchasing  Katalog V6



Persiapan E-Purchasing

Tahapan Persiapan E Purchasing dengan Negosiasi

❑ Menyusun Spesifikasi
❑ Priortitas Produk Dalam Negeri
❑ Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi
❑ Pengumpulan Referensi Harga



Pencegahan Korupsi Pelaksanaan Kontrak E-Purchasing

SE Kepala LKPP No 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dalam PBJP pada Tahap Pemilihan 
Penyedia dan Pelaksanaan Kontrak

a. Pemilihan Penyedia melalui E-purchasing 

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) mengidentifikasi dan menyusun 
analisis risiko serta melaksanakan mitigasi risiko korupsi. 

2) E-purchasing pada Katalog Elektronik dilaksanakan dengan metode mini-kompetisi atau Negosiasi 
Harga. 

3) Mini-kompetisi dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan E-Purchasing 
Katalog Melalui Metode Mini-Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan 
tanpa intervensi pihak lain

4) E-purchasing melalui metode Negosiasi Harga, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Katalog Elektronik. 



Pencegahan Korupsi Pelaksanaan Kontrak E-Purchasing

Cara memilih Produk melalui metode negosiasi sebagai berikut: 

❑ Dalam melakukan negosiasi, untuk paket pengadaan dengan nilai ≥ Rp1.000.000.000,00, PPK dapat 
memperhitungkan Harga Evaluasi Akhir dengan Preferensi Harga.

❑ Proses E-purchasing yang menggunakan metode Negosiasi, PPK dan PP menyusun referensi Harga 
sesuai ketentuan yang berlaku

Nama 
penyedia Produk Spektek PDN Nilai TKDN UMKK Harga 

Produk Ket

PT A Produk A Ya Ya 35% Ya 1.000.000

PT B Produk B Ya Ya 45% Ya 1.200.000 Prioritas 
Negosiasi

PT C Produk C Ya Ya 15% Ya 950.000

PT D Produk D Ya Tidak - Ya 925.000



Pencegahan Korupsi Pelaksanaan Kontrak E-Purchasing

Contoh Paket RAB diatas 1 Milyar

Nama 
penyedia Produk Spektek PDN Nilai TKDN UMKK Harga Produk Ket

PT A Produk A Ya Ya 35% Ya 1000.000.000

PT B Produk B Ya Ya 45% Ya 1200.000.000

PT C Produk C Ya Ya 15% Ya 950.000.000

PT D Produk D Ya Tidak - Ya 925.000.000

hitung Preferensi Harga

❑ Jasa Konstruksi

HEA  Komponen Barang              = (1- KP) x Harga Penawaran terkoreksi

Koefisien Preferensi (KP) = % TKDN x Preferensi 

                                             = ………….x………..



Pencegahan Korupsi Pelaksanaan Kontrak E-Purchasing

Referensi Harga 
Diketahui
Harga Penawaran PT A 1.000.000.000
TKDN yang ditawarkan: 35%
Preferensi : 25%

 Rumus: 
 HEA  = (1- KP) x Harga Penawaran terkoreksi
 Koefisien Preferensi (KP)  = % TKDN x Preferensi 

                                             = ………….x……….
Jawaban;
Cari Koefisien Preferensi (KP) = 35% x 25%
                                                    = 0.0875

HEA = (1-0.0875)x 1.000.000
        = 912.500.000

Diketahui
Harga Penawaran PT B 1.200.000.000
TKDN yang ditawarkan: 45%
Preferensi : 25%

 Rumus:
 HEA  = (1- KP) x Harga Penawaran terkoreksi
 Koefisien Preferensi (KP)  = % TKDN x Preferensi 

                                             = ………….x……….
Jawaban;
Cari Koefisien Preferensi (KP) = 45% x 25%
                                                    = 0.1125

HEA = (1-0.1125)x 1.200.000.000
        = 1.065.000.000



Pencegahan Korupsi Pelaksanaan Kontrak E-Purchasing

HEA

Nama 
Penyedia Produk Spektek PDN Nilai 

TKDN UMKK Harga Produk HEA Undang

PT A Produk A Ya Ya 35% Ya 1.000.000.000 912.500.000 Prioritas 
Undangan 
Nego

PT B Produk B Ya Ya 45% Ya 1.200.000.000 1.065.000.000

PT C Produk C Ya Ya 15% Ya 950.000.000 Tidak diberi 
Preferensi

PT D Produk D Ya Tidak - Ya 925.000.000 Tidak diberi 
Preferensi



Pelaksanaan E-Purchasing

Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/ fungsi/ kinerja/ ketentuan terkait produk yang tercantum pada 
aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi yang 
dibutuhkan. 

Klarifikasi Teknis (apabila diperlukan)

Pemilihan Opsi Pengiriman

PPK/PP melakukan pemilihan opsi pengiriman untuk produk yang akan dilakukan E-purchasing yang terdiri dari: 
a. Kurir penyedia 

Pengiriman dilakukan oleh penyedia Katalog Elektronik yang melakukan E-purchasing dengan PPK/PP. Biaya 
pengiriman dapat dilakukan Negosiasi pada saat PPK/PP melakukan Negosiasi Harga.

b. Jasa pengiriman pihak ketiga 
❑ Pengiriman dilakukan oleh penyedia jasa pengiriman yang sudah terintegrasi pada aplikasi Katalog Elektronik. 
❑ Biaya pengiriman tidak dapat dilakukan Negosiasi pada saat PPK/PP melakukan Negosiasi Harga.
❑ Biaya pengiriman sudah termasuk biaya asuransi pengiriman



Pelaksanaan E-Purchasing

Alur Proses Belanja Kementerian/Lembaga



Pelaksanaan E-Purchasing

Alur Proses Belanja Pemerintah Daerah



Pelaksanaan E-Purchasing

Negosiasi

PPK/PP melakukan Negosiasi Harga dengan memperhatikan referensi  harga yang telah 
dibuat serta apabila diperlukan PPK/PP juga dapat  melakukan negosiasi harga dengan 
didasarkan pada:
a. Bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada Katalog  elektronik; 
b. Struktur pembentuk dari harga yang tercantum pada Katalog  Elektronik; dan/atau
c. Riwayat harga transaksi Penyedia Katalog Elektronik sebagaimana  tersedia dalam fitur 

riwayat harga terbaik pada aplikasi Katalog  Elektronik (apabila tersedia).



Pelaksanaan E-Purchasing

Catatan
1. Apabila negosiasi harga antara PPK/PP dan Penyedia Katalog  Elektronik mencapai kesepakatan, maka paket E-

purchasing Katalog dapat ditindaklanjuti. Negosiasi Harga antara PPK/PP dengan Penyedia Katalog Elektronik 
tidak diperbolehkan melebihi harga satuan tayang  yang tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik. 

2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara PPK/PP dan Penyedia Katalog Elektronik maka paket E-purchasing 
katalog dapat dibatalkan. Setelah pembatalan tersebut PPK/PP dapat melakukan negosiasi kepada Penyedia 
Katalog Elektronik lainnya dengan tetap memperhatikan tahapan persiapan E-purchasing Katalog melalui metode 
Negosiasi Harga

3. Untuk paket E-purchasing Katalog yang dilakukan oleh PP apabila sudah terjadi kesepakatan dengan Penyedia 
Katalog Elektronik maka akan dilanjutkan ke proses pengajuan paket E-purchasing katalog kepada PPK. PPK wajib 
melakukan reviu terhadap pengajuan paket Epurchasing Katalog tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Apabila 
PPK tidak melakukan reviu lebih dari 3 (tiga) hari kerja maka paket Epurchasing Katalog tersebut akan dibatalkan 
secara otomatis.

4. Penyedia Katalog Elektronik wajib memberikan respons atas pesanan dalam Katalog Elektronik kepada PPK/PP 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja, apabila Penyedia Katalog Elektronik tidak memberikan respons dalam kurun 
waktu tersebut, maka negosiasi akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem



Pelaksanaan E-Purchasing

Catatan
5. Jika PPK/PP sedang melakukan proses Negosiasi Harga namun Penyedia Katalog Elektronik dikenakan sanksi 

Daftar Hitam, maka Negosiasi Harga akan secara otomatis dibatalkan oleh sistem

6. Apabila diperlukan PPK dapat meminta jaminan pelaksanaan kepada Penyedia Katalog Elektronik. Rencana 
permintaan jaminan pelaksaan tersebut harus diinformasikan pada kolom catatan saat melakukan pelaksanaan 
E-purchasing Katalog

7. Apabila diperlukan PPK dapat memberikan uang muka dalam proses pelaksanaan E-purchasing, rencana 
pemberian uang muka harus diinformasikan pada kolom catatan saat melakukan pelaksanaan E-purchasing 
Katalog. Apabila PPK akan memberikan uang muka maka Penyedia Katalog Elektronik harus memberikan jaminan 
uang muka sesuai ketentuan yang berlaku

8. Besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia Katalog Elektronik dicantumkan pada Surat 
Pesanan. Pemberian besaran uang muka mengikuti ketentuan yang berlaku.



Pelaksanaan Kontrak E-Purchasing

Surat Pesanan

❑ PPK dengan Penyedia Katalog Elektronik membuat kontrak dengan menandatangani Surat 
Pesanan secara elektronik melalui aplikasi Katalog Elektronik. Penandatanganan 

❑ Surat Pesanan dilakukan secara elektronik antara PPK dan Penyedia Katalog Elektronik.
❑ Penyedia Katalog Elektronik menanggung biaya tanda tangan elektronik dan biaya materai 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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Surat Pesanan

Klausul Tambahan jika diperlukan
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Surat Pesanan
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Adendum Surat Pesanan

❑ Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan 
spesifikasi (gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK) yang ditentukan dalam dokumen Surat 
Pesanan maka PPK bersama dengan Penyedia Katalog Elektronik melakukan perubahan 
terhadap Surat Pesanan. 

❑ Penyedia menanggung biaya tanda tangan elektronik dan biaya materai untuk perubahan 
Surat Pesanan tersebut
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Ruang Lingkup Adendum Surat Pesanan

❑ menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam 
Surat Pesanan; 

❑ mengubah jadwal waktu pemintaan tiba;
❑ penambahan dan/atau pengurangan harga pengiriman kurir 

Penyedia; 
❑ pergantian ketentuan tambahan Surat Pesanan tanpa ada 

perubahan harga pada Surat Pesanan; 
❑ pergantian persentase (%) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dari produk dan 
layanan tambahan; 

❑ penambahan dan/atau pengurangan layanan tambahan; 
dan/atau 

❑ pergantian penanggung jawab penandatangan dalam Surat 
Pesanan.
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Penghentian Surat Pesanan

Surat Pesanan dapat dihentikan apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian Surat Pesanan tersebut 
dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian Surat 
Pesanan karena keadaan kahar dapat bersifat: 

▪ Sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau 
▪ Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikan 

pekerjaan. 

❑ Catatan:
Dalam hal Surat Pesanan dihentikan karena keadaan kahar, maka PPK wajib membayar kepada Penyedia Katalog 
Elektronik sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama 
atau berdasarkan hasil audit serta termasuk biaya Jasa pengiriman pihak ketiga apabila menggunakan Jasa 
pengiriman pihak ketiga dan sudah dilakukan pengiriman. 
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Pemutusan Surat Pesanan

Pemutusan Surat Pesanan adalah tindakan yang dilakukan oleh PPK atau Penyedia Katalog Elektronik 
untuk mengakhiri berlakunya Surat Pesanan

❑ Penyedia Katalog Elektronik terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan 
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.

❑ Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan E-purchasing dinyatakan benar oleh Instansi 
yang berwenang; 

❑ Penyedia Katalog Elektronik berada dalam keadaan pailit; 
❑ Penyedia Katalog Elektronik terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum Surat Pesanan 

ditandatangani;
❑ Penyedia Katalog Elektronik gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan 

sebanyak 3 (tiga) kali; 
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Pemutusan Surat Pesanan
❑ Penyedia Katalog Elektronik tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan (apabila ada);

❑ Penyedia Katalog Elektronik lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak 
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 

❑ berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Katalog Elektronik tidak akan mampu menyelesaikan 
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan; 

❑ Penyedia Katalog Elektronik tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan 
menyelesaikan pekerjaan; 

❑ setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf 

❑ Penyedia Katalog Elektronik tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau 

❑ Penyedia Katalog Elektronik menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Surat 
Pesanan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program serta tanpa persetujuan pengawas 
pekerjaan.
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Pemutusan Surat Pesanan Kesalahan Penyedia

❑ Jaminan Pelaksanaan dicairkan (apabila ada); 
❑ Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Katalog Elektronik atau Jaminan Uang Muka 

dicairkan (apabila diberikan); dan
❑  Penyedia Katalog Elektronik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pemberian sanksi bagi 

Penyedia Katalog Elektronik

Tindaklanjut Pemutusan Surat Pesanan Kesalahan Penyedia

❑ PPK melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan; 
❑ PPK membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia Katalog Elektronik dan dapat 

dimanfaatkan oleh PPK dengan memperhitungkan ketentuan mengenai sanksi dan denda sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; dan

❑ PPK memerintahkan kepada Penyedia Katalog Elektronik untuk membayar biaya Jasa pengiriman 
pihak ketiga apabila menggunakan Jasa pengiriman pihak ketiga dan sudah dilakukan pengiriman. 



Pelaksanaan Kontrak E-Purchasing

Pemutusan Surat Pesanan Oleh PPK

❑ Penyedia Katalog Elektronik terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan 
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.

❑ Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan E-purchasing dinyatakan benar oleh Instansi 
yang berwenang; 

❑ Penyedia Katalog Elektronik berada dalam keadaan pailit; 
❑ Penyedia Katalog Elektronik terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum Surat Pesanan 

ditandatangani;
❑ Penyedia Katalog Elektronik gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan 

sebanyak 3 (tiga) kali; 
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Pemutusan Surat Pesanan Oleh Penyedia

❑ Penyedia melakukan pemutusan Surat Pesanan apabila PPK tidak melakukan administrasi proses 
pembayaran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan. Apabila 
terjadi Pemutusan kontrak secara sepihak: a) PPK melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang 
telah dilakukan; dan 

❑ PPK membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia Katalog Elektronik dan dapat dimanfaatkan 
oleh PPK termasuk biaya Jasa pengiriman pihak ketiga apabila menggunakan Jasa pengiriman pihak 
ketiga dan sudah dilakukan pengiriman. 
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Pengiriman dan Serah Terima

Pengiriman

❑ Apabila produk yang dilakukan E-purchasing sudah siap untuk didistribusikan kepada PPK 
maka akan dilakukan proses pengiriman. Pengiriman tersebut dilaksanakan oleh Kurir 
penyedia atau Jasa pengiriman pihak ketiga

Serah terima

❑ PPK melakukan pemeriksaan dan konfirmasi pekerjaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan 
yang tercantum dalam Surat Pesanan melalui aplikasi Katalog Elektronik. 

❑ PPK dan Penyedia wajib menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) 
secara elektronik pada aplikasi Katalog Elektronik setelah proses pemeriksaan barang/jasa 
yang telah diterima dan diselesaikan sehingga dalam BAST juga termasuk Berita Acara 
Pemeriksaan barang/jasa
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Penilaian Kinerja Penyedia

❑ Penilaian Kinerja Penyedia Katalog Elektronik dilakukan oleh PPK dengan memberikan nilai dan 
ulasan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia Katalog Elektronik selama 
masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan ditandatangani BAST. 

❑ Penilaian Kinerja Penyedia dapat dilakukan apabila fitur sudah tersedia pada aplikasi Katalog
Elektronik.



Regulasi Pembayaran
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Pembayaran

PPK memastikan kelengkapan dokumen untuk melanjutkan proses pembayaran sebagai berikut: 
1. Surat Pesanan; 
2. Berita Acara Serah Terima (BAST); 
3. Dokumen Tagihan Pembayaran (Invoice); 
4. Faktur Pajak (khusus mekanisme Pembayaran Uang Persediaan (UP) maka Invoice dipersamakan 

dengan Faktur Pajak); 
5. Dokumen pemungutan tarif PNBP; dan 
6. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (apabila ada). 
7. Apabila dokumen pendukung pembayaran tidak lengkap, maka PPK tidak dapat melanjutkan proses 

pembayaran pada aplikasi Katalog Elektronik.
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Metode Pembayaran
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Pembayaran Pemerintah Daerah

Proses pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan  mekanisme Pembayaran Uang Persediaan (UP) terdiri atas 2 
(dua) metode, yaitu:

1. Pembayaran menggunakan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pembayaran menggunakan Kartu Kredit 
Pemerintah (KKP). Metode UP-KKP hanya dapat digunakan untuk transaksi dibawah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah)

2. Pembayaran melalui Transfer Bank (Kode Bayar) Untuk pembayaran melalui transfer bank, Bendahara SKPD WAJIB 
untuk memiliki akses ke Manajemen Akun Terpusat SPSE untuk menyelesaikan pembayaran. Bendahara SKPD 
melakukan reservasi pembayaran untuk nomor Kode Pembayaran Penyedia pada Katalog Elektronik sebelum 
melakukan proses pembayaran. 

Pada pembayaran UP, invoice dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan faktur pajak sebagaimana PMK 
Nomor 58 Tahun 2022. Penyedia tidak perlu mengunggah dokumen invoice dan faktur pajak pada Katalog Elektronik 
versi 6 karena invoice telah diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Katalog Elektronik berdasarkan data transaksi yang 
terjadi dan invoice dapat dipersamakan dengan faktur pajak sebagaimana PMK Nomor 58 Tahun 2022.
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Pembayaran Langsung (LS)

❑ Pada Mekanisme Pembayaran LS Pihak yang menyediakan Faktur Pajak adalah pihak Penyedia Katalog 
Elektronik. PPK akan mengajukan pembayaran dengan memproses penerbitan Surat Perintah 
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). 

❑ Selanjutnya, proses pembayaran akan ditindaklanjuti oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau 
Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk 
keperluan proses pencairan dana sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan anggaran yang 
berlaku.

❑ Pada mekanisme Pembayaran LS maka BUN/BUD akan melakukan distribusi pembayaran sesuai nilai 
pada surat pesanan berupa:

a) Pembayaran hak Penyedia Katalog Elektronik; 
b) Pembayaran nilai pajak dan PNBP (apabila ada); 
c) Pembayaran Jasa Pengiriman Pihak Ketiga (apabila ada); dan 
d) Pembayaran biaya lainnya (apabila ada).
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Pembayaran Uang Persediaan (UP)

Pada Mekanisme Pembayaran UP dokumen Faktur Pajak menggunakan Dokumen Tagihan Pembayaran 
(Invoice) yang diterbitkan pada aplikasi Katalog Elektronik

❑ Pembayaran menggunakan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

▪ Pembayaran transaksi pada Katalog Elektronik menggunakan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah dilakukan oleh PPK dengan mengajukan pembayaran kepada pemegang Kartu Kredit 
dan dapat dilakukan juga oleh PPK apabila PPK sebagai pihak pemegang Kartu Kredit. 

▪ Jenis Pembayaran melalui Kartu Kredit yang dikeluarkan Pemerintah terdiri atas:

1) Kartu Kredit Pemerintah; 

2) Kartu Kredit Indonesia; atau 

3) Kartu Kredit lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan Ketentuan peraturan 
yang berlaku. Pembayaran dari kartu kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut di atas 
akan dikirimkan kepada Instansi Pemerintah atau Pihak Lain yang ditunjuk sesuai ketentuan 
yang berlaku.
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Pembayaran Uang Persediaan (UP)

❑ Pembayaran Transfer Bank

Pembayaran transfer bank dilakukan sesuai dengan nilai pada surat pesanan oleh PPK dengan 
menunjuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertugas untuk 
melakukan pembayaran pada aplikasi Katalog Elektronik. Pembayaran dari transfer bank tersebut di 
atas akan dikirimkan kepada Instansi Pemerintah atau Pihak Lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang 
berlaku.

Pada mekanisme Pembayaran UP maka Instansi Pemerintah atau Pihak Lain yang ditunjuk sesuai 
ketentuan yang berlaku di atas akan melakukan distribusi pembayaran sesuai nilai pada surat 
pesanan berupa: 
a) Pembayaran hak Penyedia Katalog Elektronik;
b) Pembayaran biaya Layanan Pembayaran; 
c) Pembayaran nilai pajak dan PNBP (apabila ada); 
d) Pembayaran Jasa Pengiriman Pihak Ketiga (apabila ada); dan 
e) Pembayaran biaya lainnya (apabila ada).
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Potongan Belanja
Komponen pengurang yang terdapat pada setiap order yang dibuat adalah

❑ Biaya tanda tangan elektronik dan materai elektronik
Dibayarkan langsung oleh Penyedia kepada Privy sebagai pemberi jasa tanda tangan elektronik dan materai elektronik 
• Tanda tangan elektronik = Rp 3.108 per tandatangan (Rp 6.216 untuk Surat Pesanan dan BAST)
• Materai elektronik  =  Rp 10.222 per materai (untuk setiap Surat Pesanan dengan nilai transaksi diatas Rp5.000.000)

❑ Biaya logistik 3PL 
Sesuai dengan nominal yang diberikan pada saat pemilihan metode pengiriman

❑ Biaya pembayaran (sesuai pemilihan metode bayar oleh Satker) 
• MDR VA BRI = Rp 1.332
• MDR Kartu Kredit Pemerintah =  2.6% + Rp 1.332
• MDR QRIS = 0.7%

❑ Biaya disbursement 
• Biaya disbursement ke sesama BRI = Rp 500
• Biaya disbursement ke selain BRI = Rp 2.500
• Biaya penggunaan payment gateway Midtrans = Rp 1.110

❑ Biaya tarif PNBP 
• Sesuai dengan perhitungan pada PMK 117 tahun 2023 (link: 

https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/93fb0c66-c757-4bc5-d158-08dbe71282b9 ) 

https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/93fb0c66-c757-4bc5-d158-08dbe71282b9
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PNBP
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Potongan Belanja

Pasal 1 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam 
sistem pengadaan secara elektronik. Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (2) untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi, dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol 
rupiah)

Pasal 4 Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol 
persen}. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undarigan.
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Perpajakan

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pihak Lain 
sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang 
Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi 
Pengadaan Pemerintah menyatakan bahwa Pihak Lain, pada Katalog Elektronik yaitu PT Telkom 
Indonesia, akan membantu dalam proses pemungutan dan penyetoran Pajak Penambahan Nilai 
dan Pajak Penghasilan kepada Negara dimana yang sebelumnya dilakukan oleh Bendahara Satuan 
Kerja atau Penyedia.





TERIMA KASIH

KATALOG
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